
BUPATI MINAHASA UTARA 

PROVINS! SULAWESI UTARA 

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA 

NOMOR .3 TAHUN 2022 

TENT ANG 

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA 

DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MINAHASA UTARA, 

• 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 

Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 

Dana Operasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan 

Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah serta Dana Operasional Pimpinan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi 

Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran N gara 
Republik Indonesia Nomor 4343); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 t ntan 

Pemerintahan Daerah scba aim" nn t ·l ih diubah 

bcbcrap kali tcrakhir d n ran Undung-Un Inn Nomor 

11 Tahun 2020 Len Lang "iptn I( ·1ja {L .mb r n N "g·1raf 
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Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang 

Hak Keuangan dan Administratif Pirnpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6057); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 

Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 

Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1067); 

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Minahasa Utara; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI 

INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN 

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA 

DANA OPRASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara. 

2. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. � 
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4. Tunjangan Kornunikusi Intcnsif yun 1 sclanju nya 

discbul TKI adalah uunu Y' ng dib .rikan k .pada 

Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sctiup bulr n 

dalam rangka mcndorong peningkalan kincrja. 

5. Tunjangan Reses adalah uang yang dibcrikan sc iap 

melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan 

Anggota DPRD. 

6. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjulnya 

disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan 

kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan 

operasional yang berkaitan dengan representasi, 

pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan 

pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil-wakil ketua 

DPRD sehari-hari. 

7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi 
suatu Dae rah untuk menentukan kelompok 
Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan 
berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan 
besaran TKI, Tunjangan Reses dan DO. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 

Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan 
Daerah. 

9. Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran adalah 

pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran 
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi 
Sekretariat yang dipimpinnya. 

10. Sekretariat DPRD yang selanjutnya disebut Sekretariat 

adalah unsur pendukung untuk menunjang 
kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD. 

11. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabup t n 

Minahasa Utara sebagai unsur pembantu Bupati dr n 

DPRD dalam penyelenggaraan urusan p m erint h'm 
yang menjadi kewenangan Daerah. 

12. Pimpinan DPRD adalah kctua dun \\ nkil-w rkil k tua 
DPRD.� 

Dipindai dengan CamScanner 

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


• 

13. Anggota Pl� udalah m ir ·Im ur V dir · imike n 

k anggotaannya scbagai Ang zota I Pf�J cJ, n t ,J, h 

mcngucapkan sumpah/janji bcrdas: rl« n kct .ntuan 

peraturan perundang-undangan. 
14. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris 

Kabupaten Minahasa Utara. 
15. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Minahasa Utara. 

BAB II 

PENGELOMPOKKAN KEMAMPUAN 

KEUANGAN DAERAH 

Pasal 2 

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) 

kelompok, yaitu: 

a. tinggi; 
b. sedang;dan 
c. rendah. 

Pasal 3 

(1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung 

berdasarkan besaran pendapatan umum Daerah 

dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil 
negara. 

(2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dan 

bagi hasil, dan dana alokasi umum. 

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada a at ( l) 
terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tamb h, n 
penghasilan pegawai aparatur sipil n ara. 

Pn�nl l 

(1) nta ung digunuknu sch g1i d,. r peughit un n 

Kcmnmpunn I( -uungnu I ier 1h s b i Ii 1 , f 
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dimaksud dalam Pasal 3 rnerupakan data rcalisasi 

APBD 2 ( dua ) tahun anggaran scbclurnnya dari tahun 

anggaran yang direncanakan. 

(2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Dae rah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah. 

Pasal 5 

(1) Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah, 

diatur sebagai berikut: 

a) di atas Rp. 550.000.000.000,- (lima ratus lima 

puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada • W Kemampuan Keuangan Daerah tinggi; 

b) antara Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar 

rupiah) sampai dengan Rp.550.000.000.000 (lima 

ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan 

pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan 

c) di bawah Rp.300.000.000.000,- (tiga ratus milyar 
rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan 
Keuangan Daerah rendah. 

(2) Ketentuan mengenai rumus perhitungan dan 

penentuan klasifikasi Kemampuan Keuangan Daerah 

tahun anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

BAB III 

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF 

KEPADA PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD 

Pasal 6 

(1) Bila Daerah tergolong kelompok Kemampuan 
Keuangan Daerah tinggi, maka TKI bagi Pimpinan 
DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling bany 1 
sebesar 7 (tujuh) kali uang rcprcscntasi k tua DPRD. t 
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• 

(2) Bila Daerah tergolong kclompok Kcmampuan 

Keuangan Daerah sedang, rnaka TKI bagi Pirnpinan 

DPRD dan Anggota DPRD dibcrikan paling banyak 

sebesar 5 (lima) kali uang representasi kctua DPRD. 

(3) Bila Daerah tergolong kelompok Kcmarnpuan 

Keuangan Daerah rendah, maka TKI bagi Pirnpinan 

DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 

sebesar 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD. 

BAB IV 

TUNJANGAN RESES 

KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 

Pasal 7 

Bila Daerah tergolong kelompok Kemampuan 

Keuangan Daerah tinggi, maka Tunjangan Reses bagi 

Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling 

banyak sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi ketua 

DPRD. 

(2) Bila Daerah tergolong kelompok Kemampuan 

Keuangan Daerah sedang, maka Tunjangan Reses bagi 
Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling 
banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi ketua 
DPRD. 

(3) Bila Daerah tergolong kelompok Kemampuan 
Keuangan Daerah rendah, maka Tunjangan Reses bagi 

Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling 

banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi ketua 
DPRD. 

BABV 

DANA OPERASIONAL 

KEPADA PIMPINAN DPRD 

Pasal 8 

( 1) Bila Dae rah t ·rgolong k .lompok Kemnrnpu n 

K .uangan Da ·rnh tin •gi: f 

Dipindai dengan CamScanner 

( 1) 

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


a) DO ketua DPRD diberikan paling banyak 6 (cnam) 

kali uang representasi ketua DPRD; dan 

b) DO wakil ketua DPRD masing-masing dibcriks n 

paling banyak 4 (empat) kali jumlah uang 

representasi wakil ketua DPRD. 

(2) Bila Daerah tergolong kelompok Kemampuan 

Keuangan Daerah sedang: 

a) DO ketua DPRD diberikan paling banyak 4 

(empat) kali uang representasi ketua DPRD. 

b) DO wakil ketua DPRD masing-masing diberikan 

paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali jumlah 

uang representasi wakil ketua DPRD. 

(3) Bila daerah tergolong kelompok kemampuan Keuangan 

It Daerah rendah: 
a) DO ketua DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) 

kali uang representasi ketua DPRD. 

b) DO wakil ketua DPRD masing-masing diberikan 

paling ban yak 1,5 ( satu koma lima) kali jumlah 

uang representasi wakil ketua DPRD. 

Pasal 9 

Ketentuan mengenai besaran Tunjangan TKI, Tunjangan 

Reses, dan DO sesuai dengan klasifikasi Kemampuan 

Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 

Pasal 8, dan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

BAB VI 

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD 

Pasal 10 

Pemberian DO sebagaimana dimaksud cl lam s l 
diberikan setiap bulan c1 ngan k t ntunn: 

a. 80%1 (d lapan puluh p rs n) d ib riknn kali u 

un uk scmua blaya ntnu dis but lurn un ; d n f 
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b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan 

dana operasional lainnya. 

Pasal 11 

(1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan 

pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1 / 12 

(satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran 

kepada pengguna anggaran. 

(2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran 

langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 

Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran 

mengajukan surat perintah membayar langsung untuk 

pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari 

pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara 

umum daerah. 

(3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) melampirkan: 
a. daftar penerima DO; dan 
b. pakta integritas yang sudah ditandatangani 

Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan 

dana akan sesuai dengan peruntukkannya. 

(4) Kuasa bendahara umum Daerah menerbitkan surat 

perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat 

perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran 

Sekretariat. 

Pasal 12 

( 1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 ayat (4) melakukan pembayaran DO yang 
diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10 huruf a, berdasarkan kwitansi yang 
telah ditandatangani ketua DPRD dan wakil ketua 
DPRD. 

(2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 11 ayat (4) mengelola DO untuk dukungan 
operasional lainnya scbagairnana dimaksud dalam r 
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PnN I 10 huruf I> dcnpn11 hcrp« I ,rwu, pudu k ·t,·rit 11 

p .rnt ur \11 p .rundnng-undru 1�111 rru;11��c11 ii p,·nP,clnl, rn 

k .unngan rah. 

Pa al 13 

(1) Dalam rangka pertanggungjawab n irnpinr n 

DPRD wajib menandatangani pakta int .grit g 

menjelaskan penggunaan dana t 1 h su i 

peruntukannya. 

(2) Pertanggungjawaban penggunaan DO bag im n 

dimaksud dalarn Pasal 10 huruf a dibuktikan d e n n 

laporan penggunaan DO. 

(3) Pertanggurigjawaban pengguna n DO ba im n 

dimaksud dalarn Pasal 11 huruf b di rt d ng n 

bukti pengeluaran yang lengkap dan ah. 

(4) Pimpinan DPRD m n mp ikan u ti 

pertanggu ngjawaban pengguna n , b c imana 

dimaksud pada ayat (2) dan e (3) k pc. d b mdahr re 

pengeluaran setiap bulan palin 1 m 

(lima) bulan beriku tnj a. 

(5) Dalarn hal terdap t si p de khir bul n 

sebelurnny a, sebagai tamb han bul n h rj n. 

(6) Pertanggungjawaban penggunaan 1 h impin n 

DPRD sebagaimana dimaksud pada ay t (4) b g i 

dasar untuk pengajuan pencairan d na bul n 
berikutnya. 

BAB vm 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 

t n al 5 

Peraturan Bupati ini mule i b rlr ku I · l 
diund ngkan. f t n . l 
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Agar setiap orang mcngctahuinya, 

pengundangan Peraturan Bupati 

m rmcrintahks n 

ini <J ·n zan 

penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Min ha , 
Utara.r 

Ditetapkan di Airrnadidi 
pada tanggal 2.'- Januari 2022 

BUPATI MINAHASA UTARA, 

JOUNE JAMES ESAU GANDA 

Diundangkan di Airmadidi 
pada tanggal 22 Januari 2022 

TARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA 

ONDOKAMBEY 

BERlTA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHON 2022 NOMOR 5 

11'0 PEPIGOLAH PAJUI 

DENGNY HORMlt T 
I. BUl'IIT1 M.INAIIA�I\ 1.11'/\RJ\ UV1VK 

DrrllND.�·TN�GNI/J 

2. WAKIL BUPI\TI MINI\IIAS/\ 1.11'/\RI\ 

PJ. SEI.RETARIS DAER/Ill 

ASISTEN PEMERINTAH/\N DAN 
I.ESRA 

K .PAI.A BACIAtl IIUKUM rt 
SlKR£TI\RJS Df'RD 
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LAMPI RAN 
NOMOR 
TANGGAL 
TENT ANG 

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA 
3 TAHUN 2022 
�:J- JANUARI 2022 
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES 
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PERHITUNGAN DAN PENENTUAN 
KLASIFIKASI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 

KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022 

A. PERHITUNGAN 
- REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2020 

Rumus Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) 

KKD = Pendapatan Umum Daerah (PUD) - Belanja Pegawai Aparatur Sipil 
Negara (BPASN) 

Rp. 75.002.485. 945,00 
Rp. 22.130.294.675,00 
Rp. 472.542.815.000,00+ 
Rp. 569.675.595.620,00 

: PAD+ DBH + DAU 
: Belanja Gaji dan Tunjangan serta tambahan 

penghasilan Aparatur Sipil Negara 
Pendapatan Umum Daerah (PUD) 
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
2. Dana Bagi Hasil Pajak (DBH) 
3. Dana Alokasi Umum (DAU) 
Jumlah Pendapatan Umum Daerah (PUD) 

PUD terdiri atas 
BPASN meliputi 

Belanja BPASN Kabupaten Minahasa Utara 
1. Belanja Gaji dan Tunjangan 
2. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 
Jumlah Belanja PNSD Kah. Minut 

Rp. 266.684.144.821,00 
Rp. 61.124. 736.550,00+ 
Rp. 327.808.881.371,00 

= Rp. 569.675.595.620,00 
= Rp. 327.808.881.371,00 
= Rp. 241.886.714.249,00 KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 

Sehingga Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 
Anggaran 2020, adalah : 

PENDAPATAN UMUM DAERAH 
BELANJA BPASN 

B. PENENTUAN KLASIFIKASI 
Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf A, maka 
Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasl Utara Tahun Anggaran 
2022 berada pada klasifikasi kelompok R E N D A H 

NO 

I. 

l'&IIGOLAH 

llUl'ATI Ml 'AIL<\5..-\ l.TTARA 

DENCAN 1/0RMAT 
UNTIJK 
DfTA DA-TANGllNI 

BUPATI MINAHASA UTARA, c--= � 
JOUNE JAME E AU ,ANDA 
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LAMPIRAN II 
NOMOR 
TANGGAL 
TENTANG 

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA 
� TAHUN 2022 

1%. JANUARI 2022 
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES 
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

BESA.RAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES 
SERTA DANA OPERASIONAL 

KEMAMPUAN KEUANGAN 
DAERAH-RENDAH 

NO URAIAN KLASIFIKASI KETERANGAN 
Rp. <300M s/d Rp. SSOM 

U ang Represen tasi 
Ketua DPRD 

1. Tunjangan Komunikasi 3 X Rp. 2.100.000,- = 
Intensif Pimpinan dan Rp. 2.100.000,- 
Anggota DPRD Rp.6.300.000,- /bulan 

Uang Representasi 
KetuaDPRD 

2. Tunjangan Reses 3 X Rp. 2.100.000,- = 
Pimpinan dan Anggota 

Rp. 6.300.000,- 
Rp. 2.100.000,- 

DPRD /bulan 

3. Dana Operasional 2 X Rp2.100.00,- = 
Ketua DPRD 

Rp. 4.200.000 Uang Representasi 
Wakil Ketua DPRD 
Rp. 1.680.000,- 

Dana Operasional W akil 1,5 X Rp. 1.680.000,- /Orang/Bulan 
Ketua DPRD 

=Rp. 2.520.000,- 

BUPATI MINAHASA UTARA, 

110 P!:IIOOLAH 

11UPATI MINAIIASA lJTIIRA 

WAl,;IL BUPATI �UNl\fL\SA I.ff/IRA 

f'j SEI-.RETIIRJS DAERAII 

SEKRETARJS UPRD 

PARA!' 

DFNCt\N 1/011,1,UT 
tNIVK 
IJlrAi'IVA·T!INCN>JI JOUNE JAMES ESAU GANDA 
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